
ALASAN
PENANGGUNG 

JAWAB

SUMBER 

DATA
1 2 3 4 5 7 8 9

1 Meningkatnya 

penyelenggaraan 

ketertiban umum dan

ketenteraman masyarakat 

Persentase penurunan jumlah

pelanggaran ketertiban umum

dan ketenteraman masyarakat

% 8 Sesuai Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintah Daerah Pasal 12 e 

menyebutkan ketenteraman, ketertiban umum, 

dan pelindungan Masyarakat salah satu bagian 

dari Pelayanan Dasar Pemerintah Daerah yang 

termasuk dalam Urusan Pemerintahan Wajib, 

selanjutnya Pasal 255 : Satuan polisi pamong 

praja dibentuk untuk menegakkan Perda dan 

Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum 

dan ketenteraman, serta menyelenggarakan 

pelindungan masyarakat, maka konsentrasi 

Penurunan jumlah pelanggaran Ketertiban 

Umum dan Ketentraman Masyarakat menjadi 

prioritas Utama Pemerintah Daerah dalam 

memelihara Ketentraman, Ketertiban Umum.

1 (Jumlah kriminal tertangani dalam

1 tahun (N)/Jumlah kriminal

tertangani tahun sebelumnya (N-1) ) 

x 100%

 SATPOL PP  Laporan 

Kegiatan 

LPPD 

2 Meningkatkan kualitas

pelayanan publik dan

akuntabilitas kinerja

Nilai AKIP Nilai B Sesuai peraturan menteri pendayagunaan 

aparatur negara nomor 53 tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan 

Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah, maka capaian 

kinerja instansi pemerintah menjadi tolak ukur 

keberhasilan kinerja Instansi Pemerintah 

Daerah

2 Nilai AKIP

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BEKASI

TAHUN 2020

6

NO SASARAN STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA 

UTAMA
SATUAN

PENJELASAN

KET
FORMULASI/ CARA PENGUKURAN

TARGET



1 2 3 4 5 7 8 96

IKM Nilai B Sesuai Peraturan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 

17 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penilaian 

Kinerja Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, 

maka Indeks   Pelayanan   Publik   adalah 

indeks   yang digunakan untuk mengukur   

kinerja pelayanan   publik di   lingkungan 

kementerian, lembaga,  dan  pemerintah  daera 

di  Indonesia berdasarkan  Aspek Kebijakan   

Pelayanan,   Aspek   Profesionalisme   SDM,   

Aspek   Sarana Prasarana, Aspek Sistem 

Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi 

dan Pengaduan serta Aspek Inovasi

Persentase Kepuasan Masyarakat

                             

                            


